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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyusun Laporan
Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun
sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang dibuat sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi berbasis Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Laporan kinerja ini juga
berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantititif dan sebagai wujud transparansi
pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan good government secara berkesinambungan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang membantu dalam
penyelesaian tugas selama tahun 2024 dan bantuannya dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang tahun 2024. Dengan disusunnya laporan kinerja ini,
diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah
motivasi kerja kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang.

Semarang, 22 Januari 2025
Kepala Kantor,

Eka Damayanti Unggianingsih
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BAB |
PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa
Tengah |. KPP Madya Dua Semarang merupakan salah satu kantor baru yang mulai beroperasi
pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
146/PJ/2021 tentang Perubahan Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata
Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana
Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

KPP Madya sebagaimana tercantum dalam Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2020 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan,
dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPP Madya Dua Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut antara lain
analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, edukasi, pelayanan, dan
pengelolaan pelaporan Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak, penetapan,
penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan, pengawasan
dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, penjaminan kualitas data hasil perekaman
dan hasil identifikasi data internal dan eksternal, pemutakhiran basis data perpajakan,
pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko, pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal,
penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak, pelaksanaan tindak lanjut kerja sama
perpajakan, pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan, pelaksanaan administrasi
kantor.

KPP Madya Dua Semarang berlokasi di Gedung keuangan Negara Semarang |, Lantai
2 dan 4, Jalan Pemuda No 2 Semarang memiliki Wajib Pajak yang wilayahnya meliputi seluruh
kabupaten/kota di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi KPP Madya Dua Semarang antara lain
sebagai berikut:

1. Internal:
a. Banyaknya aplikasi penunjang kegiatan yang belum saling terintegrasi;
b. Banyaknya data potensi pajak yang kurang validasi;
c. Kurangnya sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan penggalian
potensi.
2. Eksternal:
a. Wilayah administrasi kerja yang luas;
b. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas DJP;
c. Kondisi perekonomian nasional yang berakibat pada penurunan beberapa sektor yang
selama ini menjadi andalan dalam pencapaian penerimaan.

KPP Madya Dua Semarang memiliki wewenang berupa pengawasan administratif dan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM dan PTLL dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan
wewenang tersebut KPP Madya Dua Semarang memiliki peran yang sangat strategis untuk
berkontribusi dalam mencapai rencana penerimaan negara.



Seluruh pegawai KPP Madya Dua Semarang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, berkontribusi penuh atas capaian kinerja organisasi KPP Madya Dua Semarang pada
tahun 2024.

KPP Madya Dua Semarang juga ditunjang oleh tersedianya perangkat teknologi Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan aplikasi-aplikasi lain yang mampu mendukung
pelaksanaan tugas secara sistematis, efektif dan efisien, serta terawasi.



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang
bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti
alur pikir sebagaimana bagan dimuka. KPP Madya Dua Semarang bertugas melaksanakan
sebagian tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan penerimaan negara di sektor
pajak. Hal ini berarti KPP Madya Dua Semarang menjadi pengelola yang menghasilkan
Penerimaan PPh, PPN, PPN BM dan PTLL serta pajak langsung maupun tidak langsung
lainnya. Dalam era globalisasi saat ini, KPP Madya Dua Semarang sebagai salah satu instansi
baru harus memiliki berpandangan jauh ke depan dalam berupaya meningkatkan kualitas dan
profesionalisme agar mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.
Berkaitan dengan hal tersebut setiap pegawai di lingkungan KPP Madya Dua Semarang harus
meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehinggga dapat bekerja secara efektif dan efisien
untuk mendukung peningkatan penerimaan negara.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KPP MADYA SEMARANG
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100%
Penerimaan Negara dari
1. Sektor Pajak yang Optimal Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
1b-CP pajak  bruto dan deviasi  proyeksi 100%
perencanaan kas
Persentase realisasi penerimaan pajak dari
2a-CP kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 100%
0 Kepatuhan tahun berjalan (PPM)
" | yang tinggi Persentase capaian tingkat kepatuhan
2b-CP penyampaian SPT Tahunan PPh Waijib 100%
Pajak Badan dan Orang Pribadi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari
3, | Kepatuhantahunsebelumnya | 5 on | oqiatan Pengujian Kepatuhan Material |  100%
yang tinggi (PKM)
Persentase perubahan perilaku lapor dan 74%
4a-CP . .
A Edukasi dan pelayanan yang bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
efektif Ab-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 100%
Penyuluhan
5 Pengawasan perpbayaran 54-CP Persentase-pengawasan pembayaran masa 90%
masa yang efektif WP Strategis
Persentase penyelesaian permintaan
6a-CP penjelasan atas data dan/atau keterangan 100%
Pengawasan kepatuhan .
6. . . WP Strategis
material yang efektif -
Persentase pemanfaatan data selain tahun
6b- . 100%
berjalan




No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 0
BeN Wajib Pajak KPP tepat waktu 100%
74-CP ngkgt efektivitas  pemeriksaan  dan 100%
penilaian
Penegakan Hukum yang . - : o
7. Eefektif 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75%
76N Persgntase penyampaian usul Pemeriksaan 100%
0 Bukti Permulaan
8 Data dan informasi yang 8a-N Persentase penyelesaian Laporan 100%
" | berkualitas 0 Pengamatan dan produksi Alat Keterangan °
Tingkat Kualitas Kompetensi dan o
Sa-N Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 87%
9 Pengelolaan Organisasi dan 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85%
" | SDM yang adaptif
Indeks efektivitas implementasi manajemen
9c- o . o 90%
kinerja dan manajemen risiko
10. Penguatan pengelo!aan 10a-CP Indeks  kinerja  kualitas  pelaksanaan 100%
keuangan yang Optimal anggaran

B. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya terdiri dari:
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
Seksi Penjaminan Kualitas Data;
Seksi Pelayanan;
Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
Seksi Pengawasan I;
Seksi Pengawasan ll;
Seksi Pengawasan lll;
Seksi Pengawasan 1V,
Seksi Pengawasan V,
Seksi Pengawasan VI, dan
Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.
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2. Sumber Daya Manusia
a. Berdasarkan Unit Eselon
Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang per 31 Desember 2024
secara keseluruhan mencapai 108 orang, yang terbagi dalam unit eselon sebagai berikut:

Eselon IlI = 1 orang
Eselon IV = 9 orang
Account Representative = 37 orang
Pelaksana = 29 orang



Fungsional Pemeriksa Pajak = 26 orang
Fungsional Penilai Pajak = 1 orang
Fungsional Penyuluh Pajak = 5 orang

b. Berdasarkan Golongan

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang per 31 Desember 2024 menurut
golongan dapat dilihat sebagai berikut :

Golongan | = 0 orang
Golongan II = 21 orang
Golongan llI = 73 orang
Golongan IV = 14 orang

c. Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang per 31 Desember 2024 menurut
jenis pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :
Program Diploma | = 8 orang

Program Diploma Il = 22 orang
Sarjana ( S1)/ D4 = 41 orang
Pasca Sarjana / Master = 37 orang
Doktor / S3 = 0 orang

URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang telah menetapkan tujuan yang akan

dicapai sebagai berikut:

Merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Madya Dua
Semarang;

Meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak;

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; dan

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan;

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Penerimaan pajak yang optimal,

Kepatuhan wajib pajak yang tinggi;

Pemenuhan layanan publik;

Pelayanan prima;

Peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
Peningkatan pengawasan wajib pajak;

Peningkatan efektivitas pemeriksaan;

Peningkatan efektivitas penegakan hukum;
Peningkatan kehandalan data; dan

Memiliki SDM dengan kemampuan profesional di bidang teknis perpajakan dan pelayanan
kepada masyarakat.

Kebijakan dan program yang ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah dituangkan dalam Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis tahun 2023 sebagai berikut:

1.

Sasaran Strategis

a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
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Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
Pengujian kepatuhan material yang efektif;
Penegakan hukum yang efektif;

Data dan informasi yang berkualitas;

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Inisiatif Strategis

a.
b.

Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media penyuluhan;

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan lebih cepat dari jatuh tempo
penyelesaian;

Meningkatkan angsuran PPh Pasal 25 Waijib Pajak;

Identifikasi dan himbauan serta pengenaan sanksi atas Wajib Pajak yang sebelumnya
belum bayar PPh 25 sesuai ketentuan;

Meningkatkan Success Rate dalam penyelesaian SP2DK, melalui Daftar Prioritas
Pengawasan (DPP);

Bedah WP dengan sinergi antara AR dan FPP;

Melakukan monitoring atas tunggakan dan penyelesaian pemeriksaan;

Optimalisasi Tindakan penagihan aktif dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa,
kegiatan Penyitaan, Pemblokiran dan Pencegahan,;

Melakukan monitoring penyelesaian rencana mitigasi risiko dan efektivitas Dialog
Kinerja Organisasi (DKO);

Melakukan serangkaian kegiatan pengamanan demi menyajikan data yang valid dan
dapat dimanfaatkan untuk penggalian potensi perpajakan;

Membuat perencanaan dan melaksanakan IHT tatap muka; dan

Merealisasikan anggaran agar tepat guna, tepat hasil dan tepat sasaran.



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 90,00% 12000% |  Max |PM| 14,00% 100.00%

Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengujian kepatuhan material yang efekiif

Kode Bobot Indeks
Sasaran Strategisiindikator Kinerja Utama Target Realisasi | Polarisasi | VIC
SS/IKU
Stal r P ve
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP | Persentase realizasi penerimaan pajak 100,00% 100, 20% Max EL
1b-CP Ind'.aks. reallsasnlpertumhuhan penerimaan pajak bruto dan 100,00 102.24 Max PiL
deviasi proyeksi perencanaan kas
& ve
2 Kepatuhan tahun barjalan yang tinggi
Persentase realizasi penerimaan pajak dari iatan
2a.CP pe ray keg 100,00% 100,19% Max EL
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
20-CP | Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 100.00% | 120,03% Max | PIL
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi panerimaan pajak dari kegiatan
3a-CP N . 100,00% 100,40% Max EM 100.00%
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal PBrsp g
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP Persent.ase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 74.00% 88.80% Max EM 21.00% 50.00%
edukasi dan penyuluhan
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efekiivitas penyuluhan 100,00% 110,B6%: Max E/M 21,00% 50.00%

10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 _m- 14,00% 100,00%

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Nilai K

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
Ga-CP . 100,00% 120,00% Max PM 14,00% 33,33%
dan/atau keterangan WP Strategis
Gb-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 119,99% Max PM 14,00% 33.33%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
Bo-N 100,00% 120,00% Max PM 14,00% 33.33%
tepat waktu
T Penegakan hukum yamng efektif
7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% Max PiM
7b-CP | Tingkat efekiivitas penagihan 75,00% 120,00% Max PIL
7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100,00% 100,00% Max PIL
8 Data dan informasi yang berkualitas
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi
8a-CP pariye por nge 100,00% 120,00% Max PM 100.00%
Alat Keterangan
Leamning & Growth Perspective
] Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
92N Tlm;?ukal kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 100,00 117.50 Max PN
kebintalan SDM
8b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 93,11 Max PM
8eN Indek?: efekm_ut.m implementasi manajemen kinerja dan 50,00 98,50 Max PN
manajemen risiko

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Madya Dua Semarang
berada di angka 109,65%. Dari 19 IKU yang diampu, seluruhnya telah tercapai dengan status
warna hijau.



2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
a. Persentase realisasi penerimaan pajak
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 24% 52% 52% 7% 77% | 100% 100%
Realisasi 24.34% | 47.12% | 47.12% 91.21% 91.21% | 100.20% | 100.20%
Capaian 101.42% | 90.62% | 90.62% | 91.21%% | 91.21%% | 100.20% | 100.20%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
o Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

e Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran
Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat
Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata
uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan
target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil
DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di
KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru.

e Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak
P P&y x 100%

Target penerimaan pajak




2)

3)

e Realisasi IKU

Menurut
No. Uraian Selisih
Target Realisasi
1. |Raw Data

a. Pembilang 11,165,560,401,00000 | 11,188,407,773,158.00 (22,847 372 158.00)

b. Penyebut 11,165,560,401,000.00 | 11,165,560,401,000.00 -
[ 2. |Realisasi IKU 100.00% 100.20% -0.20%
[ 3. Target IKU 100.00% 100.00% 0.00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024 dan Aplikasi
Portal

Pada tahun 2024 dari target sebesar Rp11.165.560.401.000, realisasi
penerimaan adalah sebesar Rp11.188.407.773.158 atau sebesar 100,20% % dari
target penerimaan. Penerimaan pajak sudah memenuhi target yang diharapkan
sampai dengan triwulan V.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase

Realisasi 92.38% 110.88% 101.23% 100.20%

Penerimaan Pajak

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon Il
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun
2024 dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya mengalami fluktuasi. Capaian
yang fluktuatif ini dipengaruhi dengan beberapa factor seperti kondisi ekonomi,
peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS,
penyesuaian tarif PPN, dll. Meskipun demikian capaian kinerja penerimaan pajak
tidak lepas dari pengawasan wajib pajak yang mampu mengikuti perkembangan
kegiatan ekonomi di berbagai sektor, serta pengelolaan aktivitas PPN dan PKM yang
efektif.
Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan
Target dan Realisasi IKU Tahun 'Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target
Nama IKU 2024 Renstra ;g;%e;gvs Tahun 2024 | Realisasi
DJP pada PK
Persentase
Realisasi 100% - 100% 100.20%
Penerimaan Pajak

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah per 31 Desember 2024 run data 1 Januari
2025 dan Aplikasi Portal DJP tanggal 14 Januari 2025

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.



4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU Target Standar Nasional Realisasi
Tahun 2024 (APBN) Tahun 2024
Persentase Realisas| 100% 100% 100.20%
Penerimaan Pajak

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah pada tanggal 1 Januari 2024 run data 1
Januari 2025 dan Aplikasi Portal DJP tanggal 14 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui
target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja upaya pencapaian target
penerimaan dengan mengoptimalkan semua kegiatan penerimaan oleh semua aktor.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak ini tak lepas
dari tindakan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

e Optimalisasi pengawasan WP prominent atau sektoral khususnya yang memiliki
potensi tumbuh positif (seperti impor, sektor pendidikan, Industri pengolahan, jasa
keuangan) melalui kegiatan dinamisasi PPh 25 dan man to man marking.

¢ Pengawasan pembayaran pajak yang semestinya relatif bersifat rutin (yaitu PPh
25, PPh 21 dan PPN) untuk memastikan keteraturan pembayaran Waijib Pajak

e Percepatan penyelesaian DPP, SP2DK outstanding dan LHP2DK dalam
pengawasan

e Optimalisasi penambahan bahan baku penggalian potensi melalui WRA dan WP
yang belum pernah dilakukan penggalian potensi sebelumnya

e Optimalisasi tindakan penagihan aktif

e Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan

o Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang perlu dilakukan dinamisasi dan
diterbitkan himbauan untuk kenaikan setoran tahun berjalan

6) Rencana aksi tahun selanjutnya
Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan

atau meningkatkan capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada periode

berikutnya:

o Mengusulkan agar segera dilakukan refreshment WP

¢ Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan nasional maupun regional

e Optimalisasi pengawasan Wajib Pajak

¢ Pengawasan pembayaran pajak yang bersifat rutin (yaitu PPh 25, PPh 21 dan
PPN) untuk memastikan keteraturan pembayaran

e Penyelesaian DPP, SP2DK outstanding dan LHP2DK dalam pengawasan tepat
waktu

¢ Optimalisasi penggalian potensi melalui WRA

o Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

¢ Optimalisasi tindakan penagihan aktif

o Memperluas kegiatan aset tracing tidak hanya pada data internal

o Memastikan validitas aset WP pada saat dilakukan tindakan penagihan

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
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T/R Q1 Q2 S1 Q3 sdQ3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100

Realisasi 110.60 | 103.80 | 103.80 | 103.10 | 103.10 | 102.24 | 102.24

Capaian 110.60 | 103.80 | 103.80 | 103.10 | 103.10 | 102.24 | 102.24

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
Definisi IKU
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur
melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot
komponen sebesar 60 %; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen
sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat
diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara
satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak
bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara
satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
(t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1)
dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun
berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan
(t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1)
dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP
baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan
Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan
penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit
kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Waijib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal
ini Waijib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa
Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran
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suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit

kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama
merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama
pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang
sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit
kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal
periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru
pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang
sama di tahun sebelumnya, dari Waijib Pajak yang terdaftar pada unit kerja
baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara
proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan
perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan
PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang
1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan
dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh
Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan
pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar
perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows)
yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows)
yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi

antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu

waktu tertentu < 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi
penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-
masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase
deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Realisasi IKU
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Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan

Pertumbuhan Nasional

2024 v Januari v Desember ~ Pilih
5.02%
o Pertumbunan | |orumBunan - Pertumbunan Realisasi IKU
Unit Kerja Bruto 2024 Bruto 2023 Unit Kerja % Nasional % - 5
2024 40% Unit Kerja + 60% Nasional

(Maks 120%) | (Maks 120%)

170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH | 43.059.602.834.347 38.366.566.842.679 12.23% 112.23% 106.87% 109.01%

519 - MADYA DUA SEMARANG 11.797.893.489.679 10.969.705.068.599 7.55% 107.55% 102.41% 104.47%
Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU
Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
2021 . Januari . Desember . - Data update terakhir:
07-01-2025 08:30:53 WIB
Unit Kerja Prognosa Realisasi R;::;:‘: peviasiper hin peviasi Rea::.a 'T\Iu‘ :U%
bin1-12 | TW1 ™wz ™3 wa S ME ks 1200%)
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH | 40.078.135.976.649 | 40.801.567.447.400 | 3.30% | 3.78% | 6.54% | 212% | 0.76% | 3.30% 110.00%
519 - MADYA DUA SEMARANG 10.957.922.770.000 11.188.407.773158 | 4.13% | 3.26% | 8.16% 1.82% 327% | 413% 100.00%
Ranking KPP
Ranking KPP Bruto [h::i‘sv;:::r; I:O::ﬁ) Realisasi
1 513. PRATAMA BATANG 120.00 % 100.00 % 10.00 %
2 503. PRATAMA SEMARANG BARAT 120.00 % 100.00 % 110.00 %
3 511. MADYA SEMARANG 104.33 % 110.00 % 10717 %
4 505. PRATAMA SALATIGA 112.29 % 100.00 % 106.15 %
5 508. PRATAMA SEMARANG SELATAN M1.47 % 100.00 % 10574 %
6 516. PRATAMA JEPARA 120.00 % 90.00 % 105.00 %
7 514. PRATAMA BLORA 117.91 % 90.00 % 103.96 %
8 501. PRATAMA TEGAL M7.37 % 90.00 % 103.69 %
9 507. PRATAMA PATI 104.77 % 100.00 % 102.39 %
10 519. MADYA DUA SEMARANG 104.47 % 100.00 % 102.24 %
1 509. PRATAMA SEMARANG TENGAH 11437 % 90.00 % 102.19 %
12 504. PRATAMA SEMARANG TIMUR 104.26 % 100.00 % 10213 %
13 515. PRATAMA DEMAK 120.00 % 80.00 % 100.00 %
14 506. PRATAMA KUDUS 120.00 % 80.00 % 100.00 %

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal akses 14 Januari 2025

Penerimaan bruto KPP Madya Dua Semarang untuk tahun 2024 adalah
sebesar Rp 11.797.893.489.879 dengan pertumbuhan dibandingkan dengan
tahun 2023 sebesar 7,55%, sedangkan pertumbuhan nasional pada tahun 2024
adalah sebesar 102,41%, sehingga Realisasi IKU Penerimaan Pajak Bruto Tahun
2024 adalah sebesar 104,47%.

Pada tahun 2024, prognosa penerimaan pajak adalah sebesar
Rp10.957.922.770.000 sedangkan realisasi s.d. triwulan IV adalah sebesar
Rp11.188.407.773.158, sehingga rata-rata deviasi s.d. triwulan IV adalah sebesar
4.14%.

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas telah memenuhi target yang diharapkan sampai dengan
triwulan V.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya
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Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024
Indeks realisasi
pertumbuhan penerimaan 94.66 96.75 112.33 102.24
pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon IlI
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini tak lepas dari tindakan yang telah
dilaksanakan, sebagai berikut:
e Melakukan penelitian terhadap Waijib Pajak yang perlu dilakukan dinamisasi dan
diterbitkan himbauan untuk kenaikan setoran tahun berjalan
¢ Menindaklanjuti dengan penelitian dan penerbitan SP2DK data tahun berjalan
dalam aplikasi Approweb
e Man to Man Marking untuk Wajib Pajak Prominen
¢ Pengawasan pembayaran pajak yang semestinya relatif bersifat rutin (yaitu PPh
25, PPh 21 dan PPN) untuk memastikan keteraturan pembayaran Waijib Pajak
¢ Melakukan penerbitan STP PPM
4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna
mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada periode
berikutnya:

e Memastikan kecukupan data melalui koordinasi dengan pihak terkait

¢ Menjalin komunikasi intensif dengan Wajib Pajak

e Melakukan upaya pengamanan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan
semua kegiatan pengamanan penerimaan oleh semua actor

2. Sasaran Strategis: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM)
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 24% 52% 52% 77% 77% | 100% 100%
Realisasi | 24.34% | 47.12% | 47.12% | 71.81% | 71.81% | 100.19% | 100.19%
Capaian | 101.55% | 92.54% | 92.54% | 93.26% | 93.26% | 100.19% | 100.19%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

o Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal.

e Definisi IKU
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Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat
DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan
dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

e Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM
: ; : , x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM
e Realisasi IKU
Menurut
Uraian Selisih
Target Realisasi
1. |Raw Data
a. Pembilang 10,524,598,416,079 |II0I644,220637,894)|  (19,631,221,755.00)
b. Penyebut 10,524,598,416,079 10,524,598,416,079 -
" 2. |Realisasi IKU 100.00% 100.19% -0.19%
" 3. |Target IKU 100.00% 100.00% 0.00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024 dan Aplikasi
Portal

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) pada tahun 2024 tercapai Rp10.544.899.019.079.818 dari target
yang ditetapkan sebesar Rp10.524.598.411.000 atau tercapai sebesar 101,19%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024
Persentase realisasi
penerimaan pajak dari 91% 11041% | 101,64% | 100,19%
kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon Il
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
15



Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ini tak lepas dari tindakan yang telah

d

ilaksanakan, sebagai berikut:

Optimalisasi pengawasan pembayaran masa tahun berjalan (penerbitan STP,
SP2DK masa dan keteraturan pembayaran atas jenis pajak yang bersifat rutin
seperti PPh 25, PPh 21 dan PPN)

Pengelolaan potensi permohonan restitusi khususnya pengembalian pendahuluan
Menghimbau kenaikan angsuran dari hasil penelitian atas WP atau sektor yang
tumbuh (seperti impor, sektor pendidikan, Industri pengolahan) potensial untuk
dilakukan dinamisasi PPh 25 nya

Melaksanakan Man to Man Marking untuk Waijib Pajak Prominen

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan

atau meningkatkan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada periode berikutnya:

Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa

Melakukan penerbitan STP dan monitoring dafnom STP

Mengawasi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai SPT Tahunan
Melakukan penelitian SPT Masa PPN atas Wajib Pajak dengan status lebih bayar
kompensasi

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 QK] s.d.Q3 Q4 Y

Target 60% 80% 80% 90% 90% | 100% 100%
Realisasi 86.00% | 47.12% | 47.12% | 119.80% | 119.80% | 120% 120%
Capaian 120.00% 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Waijib Pajak pada
tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP
Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP
Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan
memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau
bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Waijib
SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP
Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT
Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya
pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
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4. Waijib Pajak Waijib SPT terdiri dari Waijib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara,
joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan
(Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-
9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau
tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil
kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi
dan Penilaian.

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam
pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka
waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024
adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib
Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan
pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit
Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta
Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan
melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT

[ (1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat }
X 100%

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023

Realisasi IKU

1.501 1.486 1.486

Jml SPT Jml Wajib SPT Target SPT

120.05% 100.00% 120.00%

Realisasi IKU Trajektori Capaian IKU

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal akses 14 Januari 2025

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh

Waijib Pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi Strategis tercapai 1.501 SPT dari
target yang ditetapkan sebesar 1.486 SPT atau tercapai sebesar 120%. Berbagai
upaya dilakukan dengan memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk
menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh baik melalui loket
penerimaan di KPP Madya Dua Semarang dan penyampaian SPT melalui media
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elektronik serta metode pembayaran pajak secara elektronik yang lebih mudah,
cepat, dan sederhana untuk menghindari kesalahan dari pencatatan transaksi,
data serta hasil transaksi akan langsung tersimpan di sistem DJP secara real

time.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024

Persentase capaian tingkat
kepatuhan penyampaian
SPT Tahunan PPh Wajib 100% 100% 100.26% 120%
Pajak Badan dan Orang
Pribadi

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon IlI
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini tak lepas dari tindakan

yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

¢ Melanjutkan pendekatan persuasif kepada WP

e Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT dan tidak
mengajukan pemberitahuan penundaan sampai dengan batas akhir pelaporan

e Melakukan pengawasan dan komunikasi dengan Waijib Pajak yang belum
menyampaikan SPT Tahunan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya
Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan

atau meningkatkan capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada periode berikutnya:

¢ Melanjutkan pendekatan persuasif kepada WP

e Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT dan tidak
mengajukan pemberitahuan penundaan sampai dengan batas akhir pelaporan

¢ Melakukan pengawasan dan komunikasi dengan Wajib Pajak yang belum
menyampaikan SPT Tahunan.

3. Sasaran Strategis: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
T/R Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 23.85% | 33.73% | 33.73% | 49.40% | 49.40% | 100.40% | 100.40%
Capaian 95.40% 100.40% | 100.40%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis



Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai
tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan
hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat
DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan
dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM % 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM °
Realisasi IKU
Menurut
Uraian Selisih
Target Realisasi
1. |RawData
a. Pembilang 640,961,984,921 (INNBASB08,758.940) (2,546,768,419.00)
b. Penyebut 640,961,984,921 640,961,984,921 -
[ 2. |Realisasi IKU 100.00% 100.40% -0.40%
[ 3. Target IKU 100.00% 100.00% 0.00%;

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024 dan Aplikasi
Portal

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan
Material (PKM) pada tahun 2024 tercapai Rp643.508.753.340 dari target yang
ditetapkan sebesar Rp640.961.990.000 atau tercapai sebesar 100.40%.
Tercapainya target PKM ini tak lepas dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan
oleh seluruh actor dalam meningkatkan kepatuhan dalam penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan waijib pajak pada tahun-tahun
sebelumnya berdasarkan ketersediaan data internal maupun eksternal yang
disandingkan dengan pemahaman akan proses bisnis wajib pajak.

19



2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat

3)

4)

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024
Persentase realisasi
penerimaan pajak dari 127,72% | 11551% | 9541% | 100.40%
kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon Il
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ini tak lepas dari tindakan yang telah
dilaksanakan, sebagai berikut:

Melakukan percepatan DPP yang belum LHPt untuk segera diterbitkan LHPt
Melakukan percepatan SP2DK Open untuk segera diterbitkan LHP2DK
Memastikan Waijib Pajak membayar atas LHP2DK yang masih dalam
Pengawasan

Mengusulkan tambahan bahan baku DPP Mandatori

Optimalisasi kegiatan STP PKM Pengawasan

Optimalisasi kegiatan PKM WRA Pengawasan dan PKM Lainnya (Pemanfaatan
Data Pemicu dan Penguiji Prioritas dalam DDRM, serta pemanfaatan data kanwil
berupa rincian Laporan Keuangan Sektoral)

Akselerasi penyelesaian DSPP (baik DSPP RBP maupun DSPP Kolaborasi) dan
Tunggakan Pemeriksaan khususnya yang melebihi 12 bulan

Akselerasi penerbitan SP2

Optimalisasi proses pemeriksaan terkait dengan peminjaman dokumen
Memastikan pembayaran atas komitmen WP DSPC

Melakukan monitoring tunggakan atas WP Non DSPC yang diperkirakan dapat
cair

Optimalisasi Asset Tracing penanggung pajak

Optimalisasi kegiatan Sita dan Blokir

Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan

atau meningkatkan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada periode berikutnya:

Mengusulkan agar segera dilakukan refreshment WP

Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan nasional maupun regional
Optimalisasi pengawasan Wajib Pajak

Penyelesaian DPP, SP2DK outstanding dan LHP2DK dalam pengawasan tepat
waktu

Optimalisasi penggalian potensi melalui WRA

Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Optimalisasi tindakan penagihan aktif

Memperluas kegiatan aset tracing tidak hanya pada data internal

Memastikan validitas aset WP pada saat dilakukan tindakan penagihan
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4. Sasaran Strategis: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan

penyuluhan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 40% 40% 60% 60% | 74% 74%
Realisasi 83.87% | 83.87% | 83.87% | 88.80% | 88.80% | 88.8% 88.8%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

o Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Waijib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.
Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten
sesuai aturan yang berlaku.

e Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah
maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta
meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan
intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta
peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk
paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema | - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema lll - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah
kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif
dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi
sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak
menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan
penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah
maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal
periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan
batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi
Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan
rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat
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melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema,
sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif
dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan
dilakukan edukasi perpajakan tema lll, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk
ditetapkan sebagai DSPT temal Il.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema |ll adalah

sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi
yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh
tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan
Edukasi Perpajakan Tahun 2024
Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) +
(45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Kegiatan Perubahan Perilaku Rasio
Realisasi Realisasi o Perubahan o Capaian Proporsi
R (Input) (Diakui) ! R Perilaku *
Kegiatan 100.00% 18.50%
Temat 0 0 [ Bayer 15 2 145,67%
Perubahan Perilaku
Temaz 15 37 15 Lapor 15 18 12000% | | P prpr,
Tema3
S— Lapor 120,00% 28.12%
jominal Bayar
One to One 15 25 15 — T
One to Many 0 0 0 683,400,627 00
Total 30 62 30 100.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal akses 14 Januari 2025

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah dilaksanakan edukasi
dan penyuluhan berupa kegiatan berupa Pajak Bertutur, Sosialisasi, Konseling
dan Bimbingan Teknis. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan
KPP Madya Dua Semarang tercapai dengan realisasi 88,8% dari target IKU 74%
sehingga capaian IKU ini sebesar 120%.
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua
tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi

NETIE N Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase perubahan perilaku lapor dan
bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon III
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

120 120

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas

kegiatan edukasi dan penyuluhan ini tak lepas dari upaya yang telah dilaksanakan,

sebagai berikut:

o Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai dengan yang
direncanakan;

e Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan;

¢ Meningkatkan kualitas edukasi, penyuluhan dan pelayanan dengan inovasi-
inovasi layanan yang telah dipublikasikan.

¢ Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Il One To Many.

e Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Ill One On One kepada
WP DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri.

e Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media sosial.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya
Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan

atau meningkatkan capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas

kegiatan edukasi dan penyuluhan pada periode berikutnya:

e Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Il One To Many.

¢ Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Ill One On One kepada
WP DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri.

o Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media sosial.

b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 (K] s.d.Q3 Q4 Y
Target 5 5 10 5 15 85 100
Realisasi 6.30 6.36 12.66 6.00 18.00 92.86 110.86
Capaian 120.00 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 109.25 110.86

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
o Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Waijib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.
Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten
sesuai aturan yang berlaku.
e Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif
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pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Waijib Pajak dan
stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor
Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Il diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas
pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi
perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh
Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP
melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja
sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan
Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan
sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil
survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU
Indeks Pelayanan, ivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks I dan Efektivi yuluhan KPP
Tahun 2024
Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 Nilal Indoks Triwulan
IV Tahun 2024 Nilai roalisasi IKU
KPP Kanwil
= Rt ke Jodws Indeks | Indeks | Realisasi Roalisasi
KPP | Kanwil |ju Kkpp 1w /| Realisasi¥] oSt | Reatisasiv-
i 2024 kpp | "N A
KANWIL DJP JAWATENGAH | 9045 85.60 84.30 86.78 89.96 107.96
151 |KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI 91.47 8583 88.65 91.89 109.89
152 |KPP PRATAMA PATI 91.13 88.54 89.84 93.12 111.12
153 _|KPP PRATAMA DEMAK 88.17 81.92 85.04 88.16 106.16
154 |KPP PRATAMA BATANG 90.18 8261 86.40 89.56 107.56
155 |KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR 89.32 8341 86.37 89.53 107.53
156 |KPP PRATAMA BLORA 00.40 84.63 87.51 90.72 108.72
157 |KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN 91.90 86.75 89.32 92.59 110.59
158 |KPP PRATAMA SALATIGA 90.21 86.37 88.29 91.52 109.52
159 |KPP PRATAMA JEPARA 89.87 8545 87.66 90.87 108.87
160 |KPP PRATAMA TEGAL 00.59 80.42 85.51 8864 106.64
161 |KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI 90.11 79.54 84.83 87.93 105.93
162 |KPP PRATAMA PEKALONGAN 89.79 87.1 83845 91.69 109.69
163 |KPP PRATAMA SEMARANG BARAT 91.88 85.69 88.79 92.03 110.03
164 |KPP MADYA SEMARANG 88.84 87.63 88.23 91.46 109.46
165 |KPP MADYA DUA SEMARANG 90.93 88.24 89.58 92.86 110.86
166 |KPP PRATAMA KUDUS 89.46 8641 B87.94 91.15 109.15
167 |KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH 92.00 86.94 89.47 92.74 110.74

Sumber: Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Target nilai indeks hasil survei yang harus dicapai KPP Madya Dua
Semarang pada tahun 2024 adalah 100. KPP Madya Dua Semarang berhasil
mencapai angka tersebut dan mendapatkan nilai indeks hasil survei sebesar
110,86. Apabila dihitung menggunakan persentase, maka capaian IKU tingkat
efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah 110,86%. KPP Madya Dua
Semarang akan terus mengupayakan peningkatan efektivitas kegiatan
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penyuluhan dan edukasi setiap tahunnya. Hasil yang diperoleh pada tahun 2024,
menjadi titik ukur bagi KPP Madya Dua Semarang agar kedepannya dapat
memberikan penyuluhan dan edukasi yang lebih efektif kepada seluruh Waijib
Pajak.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

Nama KU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Indeks efektivitas
penyuluhan dan 81.38 92 81.93 88.80
pelayanan

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon Il
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ini tak

lepas dari upaya yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema |l One To Many.
Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Ill One On One kepada
WP DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media sosial.
Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai
direncanakan;

Melaksanakan pelayanan sesuai
ditetapkan;

Meningkatkan kualitas edukasi, penyuluhan dan pelayanan dengan inovasi-
inovasi layanan yang telah dipublikasikan.

Melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan.

dengan vyang

dengan standar pelayanan yang telah

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan

atau meningkatkan capaian IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan pada
periode berikutnya:

Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Il One To Many.
Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema Ill One On One kepada
WP DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media sosial.

Melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan.

5. Sasaran Strategis: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
a. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 90% 90% 90% 90% 90% | 90% 90%
Realisasi 119.00% | 119.46% | 119.46% | 117.35% | 117.35% | 120% 120%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
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Deskripsi Sasaran Strategis
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak
Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan
pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan
tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo
penerimaan di tahun 2024) atas Waijib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah
penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti,
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak
Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah

persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang
ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan
pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka
dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan
pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang
dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau
kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran
PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT
Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan
masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak
sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi
pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas
Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan |, I, 111, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan
melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode
triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
triwulan Ill: sampai dengan bulan Agustus; dan
triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut
Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan
sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan tindaklanjut
Daftar Nominatif STP selain huruf ¢ yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
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Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi
Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib
Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan
jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Waijib Pajak
dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan
angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi
perubahan keadaan usaha atau kegiatan Waijib Pajak berdasarkan antara
lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat
lainnya;

Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar
Nominatif sebagai data lainnya;

Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan
Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh
KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHP?);

Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang
Diterbitkan Surat Imbauan;

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak
yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah
penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat
Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku
pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
40% untuk Kuantitas Penelitian;
60% untuk Kualitas Penelitian;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas
Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot
100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a.

b.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan
dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang
Seharusnya Diterbitkan;

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHPY?);

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan I, Il, dan lll adalah jumlah penelitian atas data
pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum
bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan |: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 1l: sampai dengan bulan Mei;
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- triwulan 1ll: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan 1V, jumlah Penelitian Data Perpajakan
yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai
dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang
disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari
sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya
dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka
LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan
Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK)
tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan
nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data
pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j- Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut
melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku

pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut
(penyebut # 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen
tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase
Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50%
untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak,
maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki
target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas
tersendiri.

28



Formula IKU

Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa Wajib

Pajak Strategis

(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti x 40%) +

(Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 x 30%) +

(Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%)

Persentase Daftar
Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut

(]umlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

)

100%

Persentase Penelitian
Kenaikan Angsuran PPh
Pasal 25

Kuantitas Penelitian

Kualitas Penelitian

(Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian x 60%)

Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian

(]umlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran

(]um]ah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan

) x100%

) x100%

Persentase Tindak Lanjut
Data Perpajakan Tahun
Berjalan

Kuantitas Penelitian

(Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian x 40%)

{

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan

) x 100%

Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan

Kualitas Penelitian = - - x100%
Target angka LHP2DK Tahun Berjalan
——
. 5 e © - .
120% 120% 120% 120,00% 20% 120,00%
% % 0,00% 90% 0,00%
Q Q Q & A
120,00% 0,00% 120,00% 90% 120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP Tanggal Akses 14 Januari 2025

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis yang
diukur dengan penjumlahan persentase daftar nominatif STP yang ditndaklanjuti,
persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak
lanjut data perpajakan tahun berjalan. Realisasi persentase pengawasan
pembayaran masa WP Strategis pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari
target 90%. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menjaga kepatuhan tahun pajak
berjalan, serta untuk mengamankan pencapaian target penerimaan pajak.
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024
Persentase pengawasan
pembayaran masa 100% 105.62% 156.44% 120%
Waijib Pajak Strategis

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon III
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak
Strategis dengan optimal ini tak lepas dari upaya yang telah dilaksanakan selama
tahun 2024, antara lain:
¢ Melakukan penelitian atas dafnom STP untuk selanjutnya diterbitkan STP.
e Membuat kertas kerja penelitian dafnom dinamisasi PPh Pasal 25.
o Membuat kertas kerja penelitian penggalian potensi tahun pajak berjalan.
e Melakukan kunjungan kerja
o Melaksanakan konseling.
4) Rencana aksi tahun selanjutnya
Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian IKU Persentase pengawasan
pembayaran masa Wajib Pajak Strategis, berikut adalah rencana aksi yang hendak
dilaksanakan pada periode berikutnya:
e Melakukan penelitian atas dafnom STP untuk selanjutnya diterbitkan STP.
Membuat kertas kerja penelitian dafnom dinamisasi PPh Pasal 25.
Membuat kertas kerja penelitian penggalian potensi tahun pajak berjalan.
Melakukan kunjungan kerja
Melaksanakan konseling.

6. Sasaran Strategis: Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
Wajib Pajak Strategis
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 QK] s.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi N/A | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% 120% 120%
Capaian N/A 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
o Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Waijib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
e Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis
(LHPYt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.
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Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar
Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib
Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan
Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt
tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka
mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target
angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian
penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target
angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK)
Waijib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak
Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK
hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak
sebagaimana diatur dalam  SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas
Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut
data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data
konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan
Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan
pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai
dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Waijib Pajak Strategis adalah jumlah target
angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;

2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur
lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.
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2)

3)

e Formula IKU

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan atas (40% x Capaian Penelitian) + (60%x Capaian Tindak Lanjut)
data dan/atau keterangan

Wajib Pajak Strategis

Maksimal 120%

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024

Capaian Peneliian (Maks. x 100%
120%) . . .
Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%
Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis
x 100%

Capaian Tindak Lanjut

(Maks. 120%) Target Angka Mutlak LHP2 DK Wajib Pajak Strategis

Maksimal 120%

e Realisasi IKU

Komnnnen Penelitian (40 %) Komponen Tindak Lanjut (60 %)

LHP2DK dari SP2DK Qutstanding Capaian IKU
Jumlah Bobot Capaian
Target LHP2DK k Lanjut
s DPP D 120%)
Bobot LHP2DK

Trecton | e 120%)

Capaian
Penelitian
(Max 120%)

Jumlah
.

i K |

a 1 i
170, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH | 251 60 65,65 793 11,75% 115,05% 100% 115,05%

291,60 72u 80 12u 00% 260,20

501 PRATAMA TEGAL 16,00 23,00 120,00% 16,00 0,00 8 16,65 104,06% 110.44% 100% 110,44%
502 PRATAMA PEKALONGAN 12,00 35,00 120,00% 12,00 0,00 0 0,00 0,00% 48.00% 100% 48,00%
503 PRATAMA SEMARANG BARAT 14,00 22,00 120,00% 14,00 1,05 67 115 1571% 57.43% 100% 57.43%
504 PRATAMA SEMARANG TIMUR 10,00 12,00 120,00% 10,00 1,05 4 1,15 120,00% 120,00% 100% 120,00%
505 PRATAMA SALATIGA 12,00 64,00 120,00% 12,00 10,50 12 285 11125% 114,75% 100% 114,75%
506 PRATAMA KUDUS 14,00 48,00 120,00% 14,00 420 1 675 7821% 94.93% 100% 94,93%
507 PRATAMA PATI 14,00 32,00 120,00% 14,00 840 31 380 87,14% 100.29% 100% 100,29%
508 PRATAMA SEMARANG SELATAN 10,00 44,00 120,00% 10,00 0,00 2 575 57,50% 82.50% 100% 8250%
509 PRATAMA SEMARANG TENGAH 10,00 11,00 110,00% 10,00 0,00 38 10,05 10050% 104,30% 100% 104,30%
511 MADYASEMARANG 50,70 92,80 120,00% 50,70 645 132 88,95 120,00% 120,00% 100% 120,00%
513 PRATAMA BATANG 20,00 25,00 120,00% 20,00 1,05 28 59 35,00% 69,00% 100% 69,00%
514 PRATAMA BLORA 12,00 30,00 120,00% 12,00 315 E3 500 67,92% 88.75% 100% 88,75%
515 PRATAMA DEMAK 12,00 20,00 120,00% 12,00 0,00 2 1,90 1583% 57,50% 100% 57,50%
516 PRATAMA JEPARA 12,00 42,00 120,00% 12,00 8,65 2 290 96.25% 105,75% 100% 105,75%
517 PRATAMA SEMARANG CANDISARI 14,00 33,00 120,00% 14,00 0,00 71 375 120,00% 120,00% 100% 120,00%
518 PRATAMA SEMARANG GAYANSARI 16,00 67,00 120,00% 16,00 420 2 15,40 120,00% 120,00% 100% 120,00%
519 MADYA DUA SEMARANG 42,90 120,00 120,00% 42,9 16,95 75 41,20 120,00% 120,00% 100% 120,00%
NASIONAL 7.809,80 20592,80 120,00% 7.790,80 1.594,80 16.837 461235 7967% 95,80% 100% 95,80%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP Tanggal Akses 14 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan yang selesai ditindaklanjuti sudah memenuhi target yang ditentukan
yaitu tercapai 120% dari target 100%. Atas penerbitan SP2DK harus diikuti
dengan prosedur konseling sampai dengan tuntas dengan penerbitan LHP2DK.
Respon yang baik dari Wajib Pajak, serta komunikas/kegiatan konseling efektif
yang dilakukan oleh AR. Ketersediaan data pada aplikasi approweb dan aplikasi
lainnya segera ditindaklanjuti dengan keluarnya SP2DK sangat berpengaruh
terhadap peningkatan pengawasan Wajib Pajak.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

Nama IKU

Realisasi
Tahun
2021

Realisasi
Tahun
2022

Realisasi
Tahun
2023

Realisasi
Tahun
2024

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan atas
data dan/atau keterangan
Waijib Pajak Strategis

127.74% 219.86% 131% 120%

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon IlI
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP
Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis ini tak lepas dari upaya yang telah
dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain:
o Membuat kertas kerja penelitian penggalian potensi.
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Melakukan bedah Wajib pajak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha

Membuat SP2DK.

Melakukan kunjungan kerja

Melaksanakan konseling.

Membuat analisis risiko untuk dilakukan pemeriksaan khusus

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk mempertahankan hingga meningkatkan capaian IKU Persentase

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Waijib Pajak
Strategis, berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode
berikutnya:
o Membuat kertas kerja penelitian penggalian potensi.

Melakukan bedah Wajib pajak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha

Membuat SP2DK.

Melakukan kunjungan kerja

Melaksanakan konseling.

Membuat analisis risiko untuk dilakukan pemeriksaan khusus

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
Realisasi | 120% | 119.12% | 119.12% | 119.42% | 119.42% 120% 120%
Capaian | 120.00% | 119.12% | 119.12% | 119.42% | 119.42% 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
o Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Waijib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
e Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2
(dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi
dari masing-masing komponen sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar
Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN,
dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun
pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran
yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang
tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat
melalui aplikasi Approweb
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6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan I, 1l, lll dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang
diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada
tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan |: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 1l: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan 1ll: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan 1V: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar
Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai
target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui
sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung
N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data
Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase
Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun

berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga
Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di
approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH
tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang
tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki
Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHP#;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau
pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak,
AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi
dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah
mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi
dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh
kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30
September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
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e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian
komponen Data Matching dihitung N/A
Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.
Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Peman faatan Data Matching)
2

Pemanfaatan Data STP:

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklan juti
Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

x100%

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun ber jalan yang ditind aklan futi 100%
x
Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan ’

Realisasi IKU

Pemanfastan Data STP Pemanfaatan Data Matching

Target Realisasi Realisasi

Unit Kerja

Dafnom STP | Target STP | Dafnom Total Nominal STP

Selain

Dafnom © AR wp
2 3 o ¢ e v [l h = (@ ataufic i i K 1 m= (k= n= (k12

170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH | 12491 12491 | 14586 | 2904 | 17.434 | 250.137.547.266 120.00% © 8448 7.239 863 8830 119.36% @ 119.66% ©

© 513-MADYADUA SEMARANG 2510 2510 3019 a4 3493 | 111.078760.117 12000% @ 1860 1472 163 2085 12000% @ 12000% ©

Sumber: Aplikasi Mandor DJP Tanggal Akses 14 Januari 2025
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata
capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua)
komponen yaitu pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching.
Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Madya Dua Semarang
pada tahun 2024 sudah memenuhi target yang ditentukan, yakni sebesar 120%
dari target sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dengan

3)

tahun sebelumnya

Realisasi Tahun Realisasi Tahun

Netiel [ 2023 2024

Persentase pemanfaatan data selain
tahun berjalan

120% 119.99%

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon IlI
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP
Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data selain tahun berjalan

ini tak lepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain:

Memasukkan Waijib Pajak yang terdapat data pemicu dalam daftar prioritas

pengawasan (DPP)

2. Membuat kertas kerja penelitian penggalian potensi.
3. Membuat SP2DK.

4. Melakukan kunjungan kerja

5. Melaksanakan konseling.
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4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk mempertahankan hingga meningkatkan capaian IKU Persentase

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan pada tahun 2025,maka berikut adalah
rencana aksi yang akan dilaksanakan:

1.

Memasukkan Waijib Pajak yang terdapat data pemicu dalam daftar prioritas

pengawasan (DPP)

2. Membuat kertas kerja penelitian penggalian potensi.
3. Membuat SP2DK.

4. Melakukan kunjungan kerja

5. Melaksanakan konseling

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 QK] 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 120% 120% 120% | 108.20% | 108.20% | 120% 120%
Capaian 120% 120% 120% | 108.20% | 108.20% | 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Waijib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib pajak KPP adalah kegiatan dalam
rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan
Waijib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas
Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas
pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan
bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
(bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah
laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP)
dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan peningkatan kepatuhan Waijib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas
Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan
tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP
dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan | memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan | tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana
aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan Il memuat rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan pada triwulan Il tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan
rencana aksi triwulan | tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
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3. laporan pelaksanaan tugas triwulan |ll memuat rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan pada triwulan Il tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan
rencana aksi triwulan Il tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan;
dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan
rencana aksi triwulan Ill tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun
berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan
waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP
dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut
sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah
kerja masing-masing KPP.

Komponen 2
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur
aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada
Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite
Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard
Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar
Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan
sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan
dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP
Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM
Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan
DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui
Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai
potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat
terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku
Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil
bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan
potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput
pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai
gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.
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e Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40%
kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot
30%Jyilai Potensi yang diusulkan

x 1009
= Target Pemenuhan Bahan Baku ! %

e Realisasi IKU
NO KODE_IKU

KODE_KANWIL KODE_UNIT NAMA_KANWIL

170 519 KANTOR WILAYAH DIP JAWA TENGAH | MADYA DUA SEMARANG

166 |06c-N

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%) KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)

KOMPONEN 2 (BOBOT 40%])

RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI REALISAS| TARGET  CAPAIAN
PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENAGIHAN

99.45%| 100.95%  98.39%

Sumber: Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025
Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib Pajak
KPP tepat waktu pada triwulan IV adalah sebesar 120% sehingga capaian pada
tahun 2024 adalah 120%. Dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas
Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat waktu, menjaga kualitas pelaksanaan
komite kepatuhan, dan mengoptimapkan persentase penyiapan bahan baku
pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan maka IKU Efektivitas
pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat waktu dapat tercapai.
2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat

waktu tak lepas dari upada yang telah dilaksanakan, antara lain:

e Rapat rutin anggota KKWP

e Pembuatan dan pengiriman Laporan Pelaksanaan tugas KKWP dengan tepat
waktu

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk mempertahankan capaian pada periode berikutnya, berikut rencana aksi yanga

akan dilaksanakan:

e Rapat rutin anggota KKWP

e Pembuatan dan pengiriman Laporan Pelaksanaan tugas KKWP dengan tepat
waktu

POIN  REALISASI TARGET

CAPAIAN REALISASI | TARGET | CAPAIAN

80.00%| 120.00% 601.28% 55.00%

7. Sasaran Strategis: Penegakan Hukum yang Efektif
a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 QK] 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
Realisasi 120% | 110.02% | 110.02% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00%
Capaian 120% | 110.02% | 110.02% | 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
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Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan
secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan
mendorong kepatuhan WP.
Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur
berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi,
nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi
penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan
ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan
penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua
parameter, yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%);
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data
potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun
berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot
30%)
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot
25%)
e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai
restitusi (Target 70%, Bobot 5%)
Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat
Efektivitas Pemeriksaan.
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%
Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur
berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.
Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat
Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur
Ekstensifikasi dan Penilaian.
Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat
diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.
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e Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

e Realisasi IKU

NAMA VARIABEL BOBOT TARGET REALISASI CAPAIAN* CAPAIAN X BOBOT
Persentase nilai SKP Terbit
1 tahun berjalan dibandingkan 15% 75% 77,16% 102,88% 15,43%
dengan data potensi DSPP
Persentase nilai SKP disetujui
2 dibandingkan dengan SKP 25% 100% 110,645% 110,64% 27,66%
Terbit tahun berjalan
3 Persentase. realisasi . 309 100% 97,05% 97,05% 29,12%
penyelesaian pemeriksaan
Persentase penyelesaian
4 . 25% 75% 90,37% 120,008 30,0086
pemeriksaan tepat waktu
Persentase ketetapan
5 dibandingkan dengan nilai 5% 70% 58,72% 83,89% 4,19%
restitusi
Realisasi IKU I o0 |
Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian 120%)| (perhitungan by sistem)

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024
Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan KPP Madya Dua Semarang
adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tingkat
Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yakni persentase nilai SKP
terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, persentase nilai
SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, persentase
realisasi penyelesaian pemeriksaan, persentase penyelesaian pemeriksaan tepat
waktu, serta persentase nilai SKP terbit dibanding dengan nilai restitusi.
Sedangkan persentase tingkat efektivitas penilaian diukur melalui 2 variabel yakni
persentase penyelesaian penilaian dan persentase penyelesaian penilaian tepat
waktu.
2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Tingkat efektivitas
pemeriksaan dan 132.17% 108.08% 100.55% 120%
penilaian

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon III
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya IKI Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian ini tak lepas dari
berbagai upaya yang telah dilaksanakan, antara lain:
- Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap usulan pemeriksaan yang masuk
agar tidak ada lagi pemeriksaan yang mendekati daluwarsa penetapan
- Melakukan monitoring tunggakan penyelesaian tunggakan agar dapat selesai
tepat waktu dan tidak terdapat pemeriksaan yang daluwarsa penetapan; dan
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Melakukan persiapan pengusulan pemeriksaan yang berkualitas dengan
melakukan pembahasan secara berkesinambungan antara pengawasan dan
pemeriksaan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya
Untuk mempertahankan capaian IKU yang optimal, berikut adalah rencana aksi
untuk diterapkan pada periode berikutnya:

Memprioritaskan penyelesaian pemsus yg akan daluwarsa, dengan membuat
perubahan audit plan utk audit fokus pada pos? yg material seperti penjualan,
pembelian, dan biaya material;

Meminta informasi/data detil dimaksud kepada Komite Kepatuhan Kapus - Sub
Komite Pemeriksaan atau mensikronkan perhitungan potensi DSPP dengan
membuat KKA mandiri.

b. Tingkat efektivitas Penagihan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%
Realisasi 33% 120.00% | 110.02% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan,
upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara
objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong
kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan  pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Waijib
Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat
efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
Formula IKU

[50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
[20% = Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
[30% = Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan

. I = [Bobot Surat Teguran x Perzentasze Fealizasi Surat Teguran| + [Bobot Surat Paksa x Ferzentase Fealizasi Surat Faks=a|
Variabel Tindalkan I o . o . . . .
e N + [Bobot Pem hlcldran x Persentase Fealizasi Pemblokiran| + [Bobot Peryitaan x Persentase Fealizasi Peryitaan| + [Bobot

nagihan - . . - .
Perjualan Barang Sitaan xPersentase Fealizaszi Penjualan Barang Sitaan|

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

Variabel Tindak Lanjut =
DSPC

Fealizasi tindak lanjut DSEC 100%
= 100%

Target tindak lanjut DSPC

3. Formula Variabe ] Pencairan DSPC

Variabel Pencairan = Fealizasi pencairan DSPC

x 100%

DSPC Target pencairan DSPC
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Realisasi IKU

URAIAN | — | Selisih
| Target [ |
1 RawData
= [ s o=
a5 Surst Taguran 2000 STXPesent=e | o e | 10.00% 1,90% 19.00% | 120% 22 80% _20,50%
Reslisssi 5T
b Surat Pakss |o000 S xPese=e | o0 000 | 10.00% 2.90% 29.00% | 120% 34,80% -31.90%
Reslis=s i 5P
Vearisbel Bobot Bloer x
c. Tindskan | Pemblgciran |Persentase Reali ssi 28,00% | 10,00% 2.80% 500% | 28.00% | 120% |EO% | B00% | -20.30%
Penagi Blokir
e Bobot SPMP/Sita x
d. {:g;"““m Persentase Resl asi 2.00% | 10,00% 0.50% 8.00% 120% 9,60% 8.30%
SPMP/Sita
Periusian|FO09 Periualan Barang
e MUEEN | Sitean x Persentse 16,00% | 10,00% 1,80% 18,00% | 120% 19,20% -17.60%
Barang Sitsan I )
Reslis=s i Penjuslan

[\rarisbel Tindsk |Feslisasi Tindsk Lanjut DSFC

10
L
f ; 20,00%
Lenjut DSPC |Target Tindak Lanjut DSPC 100
Verisbel  |Regizasi Pencairan DSPC 2125117850
ag. Pencairan 30,00%
DSEC Target Pencairan DSPC 21251178500

2.00% -11.60%

2 Realisasi IKU 10,00% |115.59% -105,55%)
3 Target IKU [ 10,00% [ [ 10,00% [ 0,00%
indeks Capaian IKU [ 100% | [ 100,00% |
Tindakan . .
Penagihan Target |Realisasi |Prosentase Maksimal
Surat Teguran 749 242% 120,00%
Surat Paksa 535 164% 120,00%
Pemblokiran 12 1192% 120,00%
Penyitaan
(SPMP) 21 757% 120,00%
Penjualan
Barang Sitaan 3 733% 120,00%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Realisasi efektivitas penagihan KPP Madya Dua Semarang pada tahun
2024 sebesar 115.59%. Surat teguran dengan target 749 surat terealisasi 1.1816
surat, surat paksa terealisasi 875 surat dari target 535, pemblokiran terealisasi
143 pemblokiran dari target 12 pemblokiran, penyitaan terealisasi 159 penyitaan
dari target 21 penyitaan (SPMP), dan target 3 penjualan barang sitaan terealisasi
22 penjualan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

3)

Nama KU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Tingkat
efektivitas 114.48% 113.90% 119.99% 120%
penagihan

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon IlI
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP
Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas penagihan ini tak lepas dari upaya yang
telah dilaksanakan antara lain:

melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta wajib pajak atau
penanggung pajak yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Menerbitkan Surat Teguran melalui Aplikasi Administrasi SIDJP;

Melakukan pengawasan terhadap kelancaran angsuran WP;
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Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dimana WP sudah tidak
ditemukan di lokasi;

Koordinasi dan memberikan pengertian kepada Bank tempat Harta WP/PP
tersimpan;

Melaksanakan pemberitahuan surat paksa terhadap wajib pajak yang telah
ditegur;

Melakukan edukasi terhadap WP yang akan mengangsur;

Koordinasi dengan KPP dimana harta WP/PP terletak; dan

Melakukan blokir dan penyitaan rekening Wajib Pajak.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya
Untuk mempertahankan capaian yang optimal pada periode berikutnya, berikut
rencana aksi yang akan dilaksanakan:

Menunggu status inkrah untuk segera menerbitkan Surat Teguran

Pada saat menyampaikan Surat Paksa WP akan diminta melakukan pembaruan
alamat/tempat kedudukan

Melakukan monitoring dan komunikasi yang intensif dengan KPP mitra agar
keberadaan aset PP dapat segera diketahui, disita dan dilelang/Pbk
Menerbitkan Surat Teguran, meminta bantuan Lasis Online;

Berkoordinasi dengan AR supaya WP mengupdate alamatnya;

Meminta bantuan kepada KPP dimana harta WP/PP terletak;

Melakukan koordinasi dengan Kurator dan meminta arahan dari Subbagian
Advokasi;

Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jateng I; dan

Melakukan pemindahbukuan atas saldo rekening WP yang sudah disita.

c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 400% | 200% | 200% 0.00% 0.00% 100% 100%

Capaian 120% | 120% | 120%

100%% 100%%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan
secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan
mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan
analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang
memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan
Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk
memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.
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2)

3)

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat
informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang
wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas
Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari
fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika
usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala
KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara
Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Waijib Pajak. Satu
usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak
yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu)
usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai
realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan.
Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun
depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak
1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

e Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor
Wilayah x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor
Wilayah

¢ Realisasi IKU
Target Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024
adalah sebanyak 1 (Satu) Usulan. Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan
Bukti Permulaan KPP Madya Dua Semarang adalah sebanyak 1 (Satu) Usulan.
Sehingga capaian s.d. Triwulan IV adalah 100%.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya target persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ini

tak lepas dari upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

e Melakukan pemetaan Wajib Pajak yang akan dilakukan usulan bukti permulaan
dengan menggunakan data lain/data pihak ketiga

e Analisis dan pembuatan usulan Bukti permulaan untuk yang terindikasi kuat

Rencana aksi tahun selanjutnya

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya untuk

mempertahankan hingga meningkatkan capaian IKU persentase penyampaian usul

pemeriksaan bukti permulaan antara lain:

o Melakukan pemetaan Waijib Pajak yang akan dilakukan usulan bukti permulaan
dengan menggunakan data lain/data pihak ketiga

e Analisis dan pembuatan usulan Bukti permulaan untuk yang terindikasi kuat

e Menyampaikan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan sesuai ketentuan
dan tepat waktu
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8.

Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang Berkualitas
a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
Realisasi 25% 127.57% | 127.57% | 60.00% | 60.00% 120% 120%
Capaian 120% 120% 120% 120%% | 120%%

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk
mendukung pengambilan keputusan.
Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan
data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian
Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi
perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen
yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat
digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk
mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan,
dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan
ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.
Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau
kepentingan perpajakan yang meliputi:
1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi
Waijib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak,
keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan
Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya,;
2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi
Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak,
pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau
penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru,
penggalian potensi wilayah untuk Waijib Pajak baru, dan sebagainya;
3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui
keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri
keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib
Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek
pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Waijib
Pajak, dan sebagainya;
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6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di
antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi
keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran,
konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya;
dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk  melaksanakan kegiatan  pengamatan
berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan
yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan
perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan
Waijib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan
Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.
Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan
hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.
Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan
pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan
permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur
Intelijen Perpajakan.

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi
yang spesifik terkait suatu Waijib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari
berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka
pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit
pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui
aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang
diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account
Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun
yang belum memiliki NPWP.

3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang
memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten)
sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti
dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan
pengamanan penerimaan pajak.

4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai
dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas
Data dengan sekurang-kurangnya memenubhi kriteria yaitu:

46



a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya
(sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil
dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a)
dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib
Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi
pada alket.

5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2;
dan

b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah
dilakukan validasi kebenaran material dan formal.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam
oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh
pegawai KPP tersebut

7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut
dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu 100%
- - X (]
Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
Skor jumlah Produksi Alket
. X 100%
Jumlah Target Produksi Alket
Realisasi Maksimal 120%
(Per‘senmse Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
+ Produksi Alat Keterangan)
0,
x 100%
2
Realisasi IKU
Unit Kerja Data Objek Data Subjek Jml Penugasan Perbaikan Material Formal Total Proses Gagal NPWP Non NPWP Total Selesai Ada "
Lawan Transaksi
a b c d e T ] h=g+f+g i J LS I=j+k m
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH | 8.786 6.554 937 69 1.296 89 1.454 20 5.836 1.406 T.242 4439
@ 519-MADYA DUA SEMARANG 698 631 107 8 5 0 " 8 575 104 679 435
LAPORAN MONITORING
KEGIATAN PENGAMATAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH |
PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2024
Target Realisasi
No. Nama Unit Kerja Penyelesaian Jumlah Penyelesaian Capalan Keterangan
Laporan Laporan Laporan
Pengamatan Pengamatan
i) 3 g & )] [u]
1__|KPP Pratama Tegal 5 51 128%
2 |KPP Pratama 4 6 66 165%
3 |KPP Pratama Semarang Barat 4 10 11 275%
4__|KPP Pratama Semarang Timur 4 5 55 138%
5 |KPP Pratama Salatiga 4 6 66 165%
6 _|KPP Pratama Kudus 4 5 55 138%
7__|KPP Pratama Pati 4 5 51 128%
8 PP Pratama Semarang Selatan 4 6 65%
9 _|KPP Madya Semarang 2 55
10_|KPP Pralama Semarang Tengan 5 38
11__|KPP Pratama Batang 3 65
12_|KPP Pralama Blora 5 38
13_|KPP Pratama Demak 4 6 66 165%
14_|KPP Pratama Jepara 4 3 66 165%
15 |KPP Pratama Semarang Candisan 4 6 6.1 153%
16__|KPP Pratama Semarang Gayamsari 4 4 44 110%
17 |KPP Madya Dua Semarang 4 [3 6.6 165%
Jumian 68 98 106.1 156% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP dan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jateng |
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Target Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat
Keterangan Tahun 2024 adalah 100%. Pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi
penyelesaian laporan pengamatan sebesar 120% dan realisasi produksi alat
keterangan sebesar 120%
2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi

NETIE N Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase Penyelesaian Laporan

Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon Il
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
berikut Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU:
e Melakukan pemetaan WP yang akan dilakukan pengamatan dengan
memanfaatkan data lain/pihak ketiga
e Mencari data dan informasi lain melalui media sosial ataupun pihak lain yang
terkait misalnya data aset tanah dari BPN dsb
o Berkolaborasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan.
o Melakukan analisa dan evaluasi terhadap data hasil kegiatan pengamatan.
e Percepatan penyelesaian pelaporan kegiatan pengamatan
4) Rencana aksi tahun selanjutnya
¢ Memperluas jangkauan/scope pengamatan tidak hanya kegiatan usaha di lokasi
usaha/tempat kedudukan WP tapi juga pihak-pihak terkait diantaranya karyawan,
lawan transaksi, aparat pemda dan masyarakat sekitar
o Melakukan koordinasi antar fungsi (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan
penagihan) untuk menginventarisir dan menentukan WP-2 yang potensial untuk
dijadikan target pengamatan. Kegiatan pengamatan juga menyasar para
Penanggung Pajak-nya

133.33% 120%

9. Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
o Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
e Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang
meliputi 3 Aspek, yaitu:
1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan
kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan
pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-
masing jabatan. Kompetensi yang waijib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari
kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan
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pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil
kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat
disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar
JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa
kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10
(sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan
pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan
dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team,
magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik
langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau
aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi
pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh,
seminar/konferensi/sarasehan,  workshop/lokakarya, webinar, dan/atau
pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development
Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan
pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti
Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang
diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember
2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah
bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) < 2 Tahun 0 Bulan (pensiun < 31
Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di
Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan
kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center
tidak memenuhi standar JPM =280% dan dilakukan pengembangan kompetensi
manaijerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur
berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta
pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-
masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari
kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.
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Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran
kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit
pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana
umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai
berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional
Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak
dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana
Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana
Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat
fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut
dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah
dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus
dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji
kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan,
perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional
dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis
pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada
tahun 2024 lulus

"3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan
pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan
pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program
pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang
diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini
adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang
diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur
klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan
sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non
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klasikal meliputi On the Job Training
(OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual  Development  Plan (IDP),
Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang
dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan
narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang
bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis,
manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya,
seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam
pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi
utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun
metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi
internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan
dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan
menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait
teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit
yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut
kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang
ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP
maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai
pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan
kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, Il dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara
teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja
yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan
mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.
Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan
kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan
terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu
tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan
Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan
pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak
jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil
Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen
(peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama
(OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu
oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai
coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan
pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri
(Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah
pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh
BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai
Kementerian Keuangan.
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Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk
membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan
efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan
kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS)
Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif
maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh
pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh
BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah
Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring
ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima)
menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan
OJT yang setara dengan 20 poin JP.

3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung
dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan
kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang
merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam
pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih
lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan
bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan
pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin J
Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu
penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang
dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama
yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang
dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai
dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan
melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan
perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal
ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK
No0.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian
Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa
nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental
yang optimal.
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Formula IKU

Tingkat Kualifas

Kompetensi dan
P P 2.
Pelaksanaan ( Capaian Komponen 1x50%) + ( Gapaian Komponen 2x 50%)
Kegiatan
Kebintalan SDM ket: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120
TriwulanI: 15 Triwulan I:80
T K 1 Triwulan II: 45 T Ko 2 Triwulan II: 80
arget Komponen ] o arge mponen ]
Triwulan III: 75 Triwulan III: 80
Triwulan IV: 90 Triwulan IV: 80
KANWIL DIP JAWA TENGAR | 90.45 8560 84.30 H6.78 5396 0788
151 _|[KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI o147 85 83 865 o180 0a.8a
152 |[KPP PRATAMA PATI 91.13 5854 H9.84 631z 1112
153 |KPP PRATAMA DEMAK BAAT H5.04 BE16 106.18
154 |[KPP PRATAMA BATANG 5018 8640 HE.56 107.58
155 |KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR B9.32 8537 BO.55 107.53
156 |RPP PRATAMA BLORA 5040 45 751 9072 0872
157_|KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN o1.90 8675 8932 9258 11058
158 |RPP PRATAMA SALATIGA 50.21 86.37 8320 6152 108.52
150 _|KPP FRATAMA JEPAIRA BI.8T 85.45 47.66 G087 08.87
160 |[RPP PRATAMA TEGAL 90.50 a0.42 8551 BE6A T06.64
61 |[KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI 80.11 70.54 848 B7.95 105.93
| 162 |KPP PRATAMA PEKALONGAN B9.70 a7 B84 ] 100.69
63 |KPP PRATAMA SEMARANG BARAT 51.88 85 4.7 ] 11003
| 164 |KPP MADYA SEMARANG BA.84 a7 882 46 109.45
185 |KPP MADYA DUA SEMARANG 90.93 8824 8956 B T10.88
186 |RPP PRATAMA KUDUS B3.45 86.41 8704 9115 108,15
167 |RPP PRATAMA SEMARANG TENGAH 0200 36,94 3947 G274 1074
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Pada Triwulan IV tahun 2024, IKU Tingkat Kualitas Kompeten3| dan
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memperoleh realisasi sebesar 128.13%
sehingga capaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 120%

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target IKU tingkat
kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

3)

Himbauan secara langsung pegawai yang belum melaksanakan elearning studi a
Memperbanyak kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, terutama untuk
pegawai yang kurang jamlatnya

Memperbanyak kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang masuk kriteria
kebintalan.

Monitoring kepada pegawai yang akan naik grade maupun yang akan
melaksanakan uji kompetensi;

Menyampaikan jangka waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kepada
pegawai sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal;

Berkoordinasi dengan seksi terkait dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi;
dan

Rencana aksi tahun selanjutnya
Berikut adalah rencana aksi untuk periode berikutnya dalam rangka
mempertahankan hingga meningkatkan capaian IKU agar maksimal:

Imbauan mempelajari bahan ajar yang telah disediakan di laman studia bagi
pegawai yang hendak mengikuti uji kompetensi

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai melalui program
IHT untuk menambah jam pelajaran tatap muka

Memonitoring secara berkala pelaksanaan elearning melalui laman studia oleh
pegawai untuk memastikan seluruh pegawai memenuhi target jam pelajaran
Mengadakan kegiatan kebintalan sesuai dengan ketentuan
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b. Indeks Penilaian Integritas Unit
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target N/A N/A N/A 85 85 85 85
Realisasi N/A N/A N/A 100 100 93.11 93.11
Capaian N/A N/A N/A 118 118 109.54 109.54

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

o Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

o Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur
tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada
responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak."
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei
kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Waijib Pajak penerima
layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei
kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Waijib Pajak yang
dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan
Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai
dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan
tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan
penagihan pajak;
Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan
rincian:
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau
Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti
fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi
survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)
Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional
yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei
disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei
diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.
*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah
Agung (MA)
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e Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) +
(25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

e Realisasi IKU
Target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 adalah sebesar 85,
dan sesuai dengan data dari kantor pusat pada aplikasi Mandor DJP, realisasi
IKU ini adalah sebesar 93.11, sehingga capaian pada tahun 2024 adalah
sebesar 109.54
Indeks Penilaian Integritas Unit dinilai dengan cara mengukur tingkat capaian
indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden Wajib
Pajak yaitu:
1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak; dan
4. penagihan pajak.
Hal ini bertujuan untuk menilai integritas di lingkungan unit berdasarkan persepi
pengguna layanan sebagai perwujudan good governance.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

Nama KU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Indeks Penilaian 97.00 93.51 96.26 93.11
Integritas Unit

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon Il
di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berikut adalah upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU Indeks Penilaian

Integritas Unit pada tahun 2024:

e berkoordinasi dengan seksi terkait dalam menentukan calon responden

¢ memastikan data calon responden lengkap dan benar sesuai format yang telah
ditentukan

e monitoring secara berkala pelaksanaan survei

e Memilih calon responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan yang
kooperatif yang bersedia untuk mengisi survei secara sukarela;

e Menyampaikan data calon responden secara lengkap sesuai format ke
Direktorat KITSDA sebelum jangka waktu yang ditentukan;

e Berkoordinasi dengan seksi terkait dalam rangka pelaksanaan survei; dan

o Melakukan monitoring secara berkala saat pelaksanaan survei dan memastikan
seluruh responden telah mengisi survei.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan guna mempertahankan bahkan

meningkatkan capaian pada periode berikutnya:

1. Senantiasa menjaga integritas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada

waijib pajak

2. Berkoordinasi dengan masing-masing seksi terkait untuk menentukan calon

responden apabila telah diminta calon responden dari KITSDA

3. Menyampaikan Longlist Calon Responden survei tepat waktu
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C.

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 23 47 47 70 70 90 90
Realisasi 29 47 47 98.50 98.50
Capaian 120 100 100 120 120 109.44 109.44

Sumber: Laporan Progress IKU KPP Madya Dua Semarang Tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan
keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada
akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik
pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat
memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan
informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur
bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber
daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja,
struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan
sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni
manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni
manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan
lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama
periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen
kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three
terdiri atas:

a. Submanaijer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu
KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang
dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana
Teknis Eselon lll di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat
di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP
UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh
Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon
[l di Lingkungan Kementerian Keuangan.
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Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon 11l di lingkungan DJP adalah sebagai
berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan
Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen
sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan
kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk
memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan
kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya
diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang
adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai
berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan
disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas
pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah
berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan
oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme
yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas
pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks
Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan
disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak
merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

"Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak
terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung
budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat
diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran
organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi,
misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan
meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah
Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan
Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk
menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga
mencapai Risiko Residual Harapan.
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Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli,
Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.
Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
A. Administrasi dan Pelaporan
1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat
waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi
KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang
terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah
DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan
Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat
waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi
KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin
0,5 setiap triwulan.
* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi
dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan
setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV
tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah
Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.
** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah
sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan
Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan
Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan
dalam setahun adalah 4.
Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko
triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari
libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja
berikutnya.
B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko
Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan
(Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan
triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan
nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%

*  Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen
Risiko
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Realisasi IKU

Data Realisasi 10U

s.d. Perlode Triwulan IV Tahun 2024

Indeks implementasi Manajemen Kinerja
—— Indeks
o imbauan Indeks
Kode IKU Mama Kamwil Nama Unit Periode |TPUR|  terkait ik Kualitas M Realisas Target Capatan
Manajemen Pengelalaan |
Kinerja Kinerja

10c:N__|Kantor Wilsgah DIF Jawa Tengah | Xantor Wilayah DJF lawa Tengan | Tw v | 2004 17,50| 14,29 50,00 5929 50,00 110,32%
03c-H [kantor Wilyah DIF Jawa Tengahi XFF Pratama Tega Tw_v | 2004 [ 12,18 50,00 e:ﬁ 50,00 108 53%
03c-N_[kantor ilyah DIF Jawa Tengah XFF Pratama Pekalangan Tw v | 2004 17.50| 14,18 50.00 E“!,lll 50,00 110,19%
03N |Kantor ikyah DIF Jawa Tengahi XFF Pratama Semarang Barat Tw | 200a 17.50) 14,74 50,00 59,74 50,00
03c-H__|Kantor ilsyah DF Jawa Tengahi XFF Pratama Semarang Timur Tw v | 2004 17,50 1750 15,00 50,00 100,00 20,00 1%
03N |Kantor ikyah DIF Jawa Tengahi XFF Pratama Salatiga Tw | 200a 17.50) 17,50 4.5 50,00 5929 50,00 110,32%
03c-H_ [kantor Wilyah DIF Jawa Tengahi LFF Pratama Kucus Tw_v | 2004 17,50 1750 5,00 50,00 100,00 20,00 111, 11%
03N |Kantor ikyah DIF Jawa Tengahi XFF Pratama Pat Tw | 2004 17.50) 1750 1833 50,00 5933 50,00 110,36%
h( N___|Kantor Wilsyah DIF Jawa Tengah | XFF Pratama Semarang Selatan Tw_v | 2004 17,50 1750 50.00 Es,ﬁl 20,00 11065%
03N |Kantor ikyah DIF Jawa Tengahi XFF Pratama Semarang Tengah Tw | 2004 17.50) 1750 50,00 59,03 50,00 L00E%
03c-N_[kantor Wilyah DIF Jawa Tengah XFF Madya Semarang Tw v | 20os 17.50| 1750 50,00 100,00 1%
030N [kantor ilsyah DF Jawa Tengahi XFF Pratama Batang Tw v | 20os 17,50| 1750 50,00 5854 109 45%
03c-N_[kantor Wilyah DIF Jawa Tengah XFF Pratama 8lora Tw v | 20os 17.50| 1750 50,00 se61]

@5 [Kantor wiksyah DIF Jawa Tengahi XFF Fratama Demak Tw_v | z0ea 17,50 17,50 50,00 2933

03c-N_[kantor Wilyah DIF Jawa Tengahi YFF Pratama lepara Tw v | 2004 17,50 1750 50.00 e&gl

G5 |Kantor wilsyah DIF Jawa Tengahi XFF Fratama Semaran g Candisar! Tw v | zooa 17.50] 1750 50,00 28,43

03c-H__ |kantor ilsyah DIF Jawa Tengahi %FF Pratama Semarang Gayamsan Tw v | 2004 18,00 1750 50,00 s

25N |Kantor Wilsyah CUP Jawa Tengahi KPP Madya Dus Semarang Tw_ | zoea “"d 17,50 15,00 50,00 saso|

Sumber: Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jateng | Nomor ND-168/WPJ.10/2025

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan
Manajemen Risiko ini tak lepas dari upaya yang telah dilaksanakan, antara lain:

Menyampaian Imbauan Kinerja sesuai dengan ketentuan

Melaksanakan DKRO tepat waktu

Menyampaikan laporan DKRO tepat waktu

Melaksanakan rencana mitigasi risiko sesuai dengan dokumen manajemen
risiko

Melaksanakan monitoring capaian IKU

3) Rencana aksi tahun selanjutnya
Untuk mempertahankan hingga meningkatkan capaian, berikut adalah rencana aksi
yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya:

Mempertahankan penyampaian Laporan NKO dan MR tepat waktu untuk
periode Triwulan berikutnya

Melakukan rapat penyusunan Manajemen Risiko untuk periode Tahun 2025
Melaksanakan Rencana Aksi Manajemen Risiko pada tiap triwulan.
Melaksanakan Imbauan Kinerja, DKRO, dan Mitigasi Risiko sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

3. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan Yang Optimal
a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 104.29 97.91 97.91 103.27 | 103.27 | 120% 120%
Capaian 104.29 97.91 97.91 103.27 | 103.27 | 120% 120%

e Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan

keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada

akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik
pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat
memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan
informasi yang dapat dipercaya.

e Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus
dikelola  sesuai rencana yang telah ditetapkan dan  dapat
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dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan
dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan
ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari
Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli
2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan
Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan
Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor
Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO
Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja
Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan
Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks Kriteria
100 < X <120 100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100 Realisasi IKPA = 95
80 <X <100 80 + (Realisasi IKPA — 85) : 0,5 ** (85<x<9595)
80 Realisasi IKPA = 85
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target
Indeks Kriteria
100 < X <120 100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100 Realisasi NKA = 91
80 <X <100 80 + (Realisasi NKA — 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80 Realisasi NKA = 80
Realisasi IKU
. :((::: K;:e SK:::: , . Pe;::;:r::n Kualitas Pelaksanaan Anggaran P:I:I;;::::n 1’-‘;:" K::;f‘r:i Di,gﬁ,;:,,i Totz&ﬁ:‘;;i
Fsiiel Hl?:;im.:i" Anggaran Koar:Ir.a’l‘(jI:AI ngilun- UP dan TUP %ﬂﬂf e Bote

IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran bertujuan untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas
capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto,
penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan Kkas,
penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus,
dan dispensasi SPM.
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Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu Capaian IKPA
Januari s.d. Desember sebesar 50% dan capaian SMART sebesar 50%.
Komponen penilaian IKPA Januari s.d Desember antara lain: Revisi DIPA,
Deviasi Halaman 1l DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual,
Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Capaian
Output. Realisasi penyerapan anggaran belanja KPP Madya Dua Semarang
mencapai 98.22%, melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 95%,
dengan rincian realisasi nilai IKPA sebesar 96.44% dan capaian SMART 100%.
Sehingga capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun
2024 adalah sebesar 120.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat
tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Indeks Kinerja
Kualitas Pelaksanaan 98.90 94.66 96.26 98.22
Anggaran

Sumber: Keputusan Kepala Kanwil DJP Jateng | tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Eselon
1l di Wilayah Kanwil DJP Jateng | dan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tercapainya target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini tak lepas
dari upaya yang telah dilaksanakan yakni:
Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti KPPN, Kanwil, Kantor Pusat
dan melakukan penjagaan nilai dengan membuat prognosa penilaian NKO dari
pertengahan semester juga memastikan kegiatan yang telah direncanakan berjalan
sesuai prognosa sehingga nilai akhir NKO dapat hasil maksimal.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya
Untuk mempertahankan capaian pada tahun berikutnya, berikut adalah rencana aksi
yang hendak dilaksanakan:
Memperkirakan target penyerapan dan Rencana Penarikan Dana TW | 2025
sebelum dan sesudah permohonan penambahan Dana disetujui

3. ANALISA KINERJA LAINNYA
1. Analisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka peningkatan kualitas SDM secara rutin diselenggarakan kegiatan
In House Training (IHT) dengan materi penjelasan mengenai peraturan-peraturan terbaru
serta transfer of knowledge terhadap hasil diklat maupun pelatihan yang diikuti oleh
pegawai pada KPP Madya Dua Semarang serta diselenggarakan pula Internalisasi
Corporate Value (ICV) baik berupa kegiatan kerohanian maupun yang bersifat teamwork.
Pada Tahun 2024 seluruh pegawai KPP Madya Dua Semarang telah memenuhi jamlat
110% terdiri dari jamlat tatap muka dan elearning studiA.
2. Analisas Kegiatan Penunjang
KPP Madya Dua Semarang telah melakukan penyuluhan perpajakan, pemberian
edukasi perpajakan terhadap WP untuk mendukung pembinaan terhadap WP dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam jaringan
(daring) menggunakan media Zoom dan Live Instagram yang rutin dilaksanakan setiap
minggu dan bulan serta kegiatan luar jaringan (luring) seperti Sosialisasi dan Edukasi
Perpajakan.
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4. REALISASI ANGGARAN

Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Nitai AKhil
Anggaran Anggaran 5
o | Kode | Kode | Koge | < oB= Nilai | Konversi | Dispensasl (Nilai
KPPN | BA | Satker Total Bobot (Pengurang) Total/Konversi
Revisi :;::::In Penyerapan Belanja Penyelesaian | Pengelolaan Capaian Bobot)
DipA [ ERER | Anggaran | Kontrakiual [ Tagihan | UP dan TUP Output
Nilai 100.00 89.02 90.38 100.00 100.00 100.00 100.00
KANTOR
PELAYANAN | Bobot 10 15 20 10 10 10 25
1 026 015 | 635780 | PAJAK 96.43 100% 0.00 96.43
MADYA DUA | Nilai Akhir 10.00 13.35 18.08 10.00 10.00 10.00 25.00
SEMARANG
Nilai Aspek 94.51 97.60 100.00
Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kinerja Anggaran
Sangat Baik Sangat Baik

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode
01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi pendapatan negara dan hibah neto yang berakhir pada 31 Desember
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10.115.678.335.286,00 atau sebesar 86 persen, yang
terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp.10.115.551.304.286,00 atau mencapai 86 persen
dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.27.031.000,00 atau mencapai 63 persen
dari total rencana yang dianggarkan sebesar Rp.11.705.692.211.000,00.

Selanjutnya, realisasi belanja neto yang berakhir pada 31 Desember Tahun
Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.4.414.775.615,00 atau 95 persen dari anggarannya
sebesar Rp.4.627.433.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut :

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
(dalam rupiah)

31 Desember 2024 31 Desember 2023

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

11.705.692.211.000 | 10.115.678.355.286 | 10.276.455.444.000 | 10.391.645.036.740 (15)

4.627.433.000 4.414.775.615 4.264.456.000 4.119.758.386 2)
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BAB IV
PENUTUP

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan
kinerja KPP Madya Dua Semarang untuk tahun 2024 menunjukan hasil yang sudah baik dengan
capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109.65%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian
beberapa program kegiatan, baik output maupun outcome menunjukkan hasil yang sudah baik,
namun memang masih ada satu IKU yang belum tercapai. Dari 19 IKU, seluruhnya telah tercapai
dengan cukup optimal.

Semoga dengan semua upaya dan kontribusi yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai
KPP Madya Dua Semarang dapat terus memberi semangat dalam usaha meningkatkan kinerja
dan komitmen yang tinggi serta selalu berpegang pada Nilai—Nilai Kementerian Keuangan
(Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) agar dapat merealisasikan
target penerimaan pajak yang lebih baik lagi di tahun 2025.

Semarang, 22 Januari 2025
Kepala Kantor,

Eka Damayanti Unggianingsih
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